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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan InayahNya, sehingga Hakim Pengawas Bidang Pengadilan 

Agama Morotai dapat melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan 

terhadap seluruh pejabat structural maupun fungsional dilingkungan kerja 

Pengadilan Agama Morotai dengan baik sesuai dengan rencana.  

Berdasarakan Surat dari Koordinator Hawasbid Pengadilan 

Agama Morotai Nomor : W29-A4/547/PS.01/VI/2022 tentang Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pelaporan Hawasbid Triwulan II tertanggal 24 Juni 2022 

untuk melaksanaka pengawasan pada tanggal 27 s/d 30 Juni 2022, 

Laporan ini dibuat untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama 

Morotai sebagai pertanggung-jawaban bahwa kami telah melaksanakan 

pengawasan sesuai dengan surat perintah dimaksud. 

 

 

Tobelo, 1 Juli 2022 

Koordinator, 
 

 

 

Fahri Latukau, S.H.I.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Hakiman; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang- Undang Nomor 7 Tahu 1989 tentang Peradilan Agama; 

4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/01/SK/III/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pola 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan 

Agama; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang 

Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang 

Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan 

Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Badan-Badan Peradilan 

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 
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Pengadilan; 

10. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor W-29-

A4/547/PS.01/VI/2022 tentang “Penunjukan Hakim Pengawas 

Bidang Pada Pengadilan Agama Morotai” untuk masa 

pengawasan 4 kali dalam setahun atau setiap tiga bulan. 

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN 

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik. 

2. Bidang Barang dan Jasa dan SIPP. 

3. Bidang Administrasi Perkara. 

4. Bidang Administrasi Persidangan 

5. Bidang Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik 

a) Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 

b) Sub Bagian Umum dan Keuangan 

c) Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN 

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara 

baik dan benar; 

2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik; 

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan 

Administrasi Persidangan; 

4. Menjaga terwujudnya tertib Peningkatan Kualitas dan Pelayanan 

Publik, persuratan, kepegawaian dan perpustakaan; 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan 

anggaran dan barang milik negara (BMN); 

6. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta fakta 

permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan dan 

selanjutnya memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada 

atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil 

keputusan; 
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D. NAMA DAN BATASAN KEGIATAN 

a. Nama Kegiatan : Pengawasan Reguler Hakim Pengawas Bidang 

Pengadilan Agama Morotai Kelas II tahun 2021; 

b. Batasan Kegiatan : Dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan 

secara komprehensi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan 

peradilan, yang meliputi; 

1. Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan (Manajemen 

Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan 

& pelaksanaan putusan) serta monitoring implementasi SIPP; 

2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan (pengadaan barang 

dan jasa, admiinistrasi keuangan, Peningkatan Kualitas dan 

Pelayanan Publik lainnya) dan dll; 

3. Evaluasi atas penyelenggaraan rnanajemen Peradilan Agama 

Morotai, dan kualitas pelayanan public, serta optimalisasi 

sarana PTSP di Pengadilan Agama Morotai. 

E. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

a) Memperoleh informasi apakah penyelengaraan administrasi 

kepaniteraan dan kesekretariatan Tahun 2021 dilaksanakan 

sesuai dengan peruntukan, ketentuan dan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku; 

b) Memperoleh umpan balik (feedback) bagi kebijakan, 

perencanaan ke depan pelaksanaan tugas-tugas peradilan; 

c) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi 

inefisiensi dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan 

Agama Morotai; 

d) Menilai kinerja Peradilan Agama Morotai; 

2. Tujuan  

Hakim Pengawas bidang Pengadilan Agama Morotai 

melaksanakan pengawasan bertujuan untuk mengetahui realitas 

terkait pengelolaan administrasi kepaniteraan dan 
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kesekreatariatan Pengadilan Agama Morotai. Karena sangat 

bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan Pimpinan Pengadilan Agama Morotai dalam 

menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut 

pelaksanaan tugas, tingkah laku aparatur dan kinerja pelayanan 

publik; 

F. INDIKATOR 

Dengan adanya pengawasan Hakim Pengawas Bidang sangat 

diharapka, agar  terwujud Pengadilan Agama Morotai: 

a. Penyelenggaraan teknis yustisial sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku; 

b. Penyelenggaraan Administrasi kepaniteraan dapat dikelola dengan 

tertib sebagaimana mestinya dan agar aparat Pengadilan Agama 

Morotai  melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas secara baik 

dan benar; 

c. Transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan 

perkara.Terwujudnya Pengadilan Agama yang efektif, efisien, 

bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan publik. 

G. PEDOMAN PENGAWASAN 

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II (Edisi 

Revisi); 

2. Buku Pedoman Tata Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV); 

3. Pedoman Pelaksanaan Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan  

Pengadilan Tinggi Agama; 

4. Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 

5. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga 

Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2006: 

H. METODOLOGI PENGAWASAN 

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Morotai melakukan 

Pengawasan dilakukan dengan cara : 
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a. Melakukan pengawasan dengan cara Memeriksa seluruh buku, 

register, buku jurnal, buku induk keuangan perkara dengan 

mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai dengan buku 

pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II 

edisi 2014. 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register, 

minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara. 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan DIPA 

dengan memeriksa Buku Kas Umum, bukti dan dokumen 

pendukung pengelolaan keuangan DIPA; 

I. OBJEK PENGAWASAN 

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

beberapa bidang yang menjadi objek pengawasan, yaitu 

1. Pengawasan  bidang administrasi perkara, Persidangan dan 

Pelaksanaan putusan: 

1.1. Prosedur penerimaan perkara 

1.2. Prosedur penerimaan permohonan banding 

1.3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi 

1.4. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali 

1.5. Keuangan perkara 

1.6. Pemberkasan perkara dan kearsipan Pelaporan perkara 

1.7. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim 

1.8. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

1.9. Minutasi Perkara 

1.10. Pelaksanaan Putusasn (Eksekusi) 

2. Pengawasan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dan SIPP : 

2.1. Surat permintaan penawaran harga atau pengumuman untuk  

pelaksanaan pengadaan 

2.2. Rencana kerja dan syarat-syarat. 

2.3. Prakualifikasi. 

2.4. Berita acara penjelasan (Aanwijzing). 
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2.5. Kontrak. 

2.6. Dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa. 

2.7. SIPP 

3. Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja 

Pelayanan Publik : 

3.1. Program Kerja. 

3.2. Pelaksanaan/pencapaian target. 

3.3. Pengawasan dan pembinaan. 

3.4. Kendala dan hambatan. 

3.5. Faktor-faktor yang mendukung. 

3.6. Evaluasi kegiatan.dan Pengelolaan Manajemen. 

3.7. Mekanisme Pengawasan dan kepemimpinan 

3.8. Pembinaan dan pengembangan SDM 

3.9. Pemeliharaan/perawatan inventaris. 

3.10. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, kebersihan dan kerapian 

3.11. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 

3.12. Tingkat pengaduan masyarakat 

3.13. APM, ZI dan PTSP 

4. Pengawasan Bidang Administrasi Umum: 

4.1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

4.2. Umum dan Keuangan 

4.3. Perencanaan, TI dan Pelaporan 

4.4. Inventaris Barang Milik Negara (BMN) 

4.5. Perpustakaan,  tertib persuratan dan Arsip perkantoran 

J. BAHAN BAHAN PENGAWASAN 

1. Buku-buku Register Penyelenggaraan Perkara; 

2. Buku-buku Pengelolaan Keuangan Perkara; 

3. Sampel Berkas Perkara: 

4. Wawancara dengan Pejabat dan Pelaksana. 
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K. JANGKAUAN PEMERIKSAAN 

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 27 – 30 Juni 2022. 

 

L. TEKNIK PEMERIKSAAN 

1. Membaca, menelaah dan meneliti buku-buku register dan 

mensinkronkannya dengan keadaan sebenarnya dalam bekas 

perkara; 

2. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait; 
 
M. PROSEDUR PENGAWASAN 

 
1. Pengawasan dilaksanakan dengan metode pengawasan 

langsung, dengan cara melakukan pemeriksaan di bidang objek 

pengawasan yang telah ditentukan; 

2. Dalam  Pengawasan Ketua Pengadilan Agama Morotai (selaku 

Penanggung Jawab), Salah satu Hakim Senior (selaku 

Koordiantor) dan Anggota terdiri dari hakim pengawas bidang; 

3. Objek pengawasan meliputi administrasi keperkaraan dan 

Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik / kesekretariatan; 

4. Setiap temuan dimuat dalam berita acara, kemudian disampaikan 

dalam ekspose yang dilaksan akan secara terbuka yang dihadiri 

oleh semua pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Morotai: 

5. Hakim Pengawas Bidang setelah melaksanakan Pengawasan 

melaporkan hasil-hasil pengawasannya ke Koordinator Pengawas 

Pengadilan Agama Morotai selaku koordinator pengawasan. 
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BAB II 

PENGAWASAN 

 

A. TIM  PENGAWASAN 

Bedasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai 

Nomor Ketua Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo Nomor : W29-A4 / 

866/ PS.01/VIII/2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada 

Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo tanggal 27 Agustus 2021, tim 

Pengawas Bidang adalah sebagai berikut : 

 

NO 

 

NAMA 

 

JABATAN 

 

 

JABATAN BIDANG PENGAWAS 

1. Zahra Hanafi, S. HI., M.H. Ketua Pembina/Penanggungjawab  

2. Fahri Latukau, S. H.I Wakil Koordinator Pengawasan 

 

 

 

3. 

 

 

 

Ifa Latifa Fitriani, S. H.I., 

M.H. 

 

 

 

Hakim 

Pengawasan  bidang 
administrasi perkara 
Persidangan dan Pelaksanaan 
putusan: 

1. Prosedur penerimaan perkara 
2. Prosedur penerimaan 

permohonan banding 
3. Prosedur penerimaan 

permohonan kasasi 
4. Prosedur penerimaan 

permohonan peninjauan kembali 
5. Keuangan perkara 
6. Pemberkasan perkara dan 

kearsipan Pelaporan perkara 
7. Sistem pembagian perkara dan 

penentuan Majelis Hakim 
8. Ketetapan waktu pemeriksaan 

dan penyelesaian perkara 
9. Minutasi Perkara 
10. Pelaksanaan Putusasn 

(Eksekusi) 

 

 

 

4. 

 

 

 

Ardhian Wahyu 

Firmansyah, S. H.I. 

 

 

 

Hakim 

Pengawasan Bidang Manajemen 
Peradilan dan Kinerja Pelayanan 
Publik : 
1. Program Kerja. 
2. Pelaksanaan/pencapaian 

target. 
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3. Pengawasan dan pembinaan. 
4. Kendala dan hambatan. 
5. Faktor-faktor yang mendukung. 
6. Evaluasi kegiatan.dan 

Pengelolaan Manajemen. 
7. Mekanisme Pengawasan dan 

kepemimpinan 
8. Pembinaan dan 

pengembangan SDM 
9. Pemeliharaan/perawatan 

inventaris. 
10. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, 

kebersihan dan kerapian 
11. Kecepatan dan ketepatan 

penanganan perkara 
12. Tingkat pengaduan masyarakat 
13. APM, ZI dan PTSP 
14. SIPP dan Aplikasi Unggulan 

Badilag 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Moh. Koirul Anam, S.H. 

 

 

 

 

Hakim 

Pengawasan Bidang 

Administrasi Umum : 

1. Kepegawaian, Organisasi dan 
Tata Laksana 

2. Umum dan Keuangan 
3. Perencanaan, TI dan 

Pelaporan 
4. Inventaris Barang Milik Negara 

(BMN) 
5. Perpustakaan,  tertib 

persuratan dan Arsip 
perkantoran 

6. Surat permintaan penawaran 
harga atau pengumuman untuk  
pelaksanaan pengadaan 

7. Rencana kerja dan syarat-
syarat. 

8. Prakualifikasi. 
9. Berita acara penjelasan 

(Aanwijzing). 
10. Kontrak. 
11. Dokumen-dokumen pengadaan 

barang dan jasa. 
12. Posbakum 
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B. TEMUAN HASIL PENGAWASAN 

1. Penyelesaian Pengawasan bidang administrasi perkara 

Persidangan dan Pelaksanaan putusan, Minutasi, Kearsipan dan 

Pelaporan Perkara 

1.1 Berkas perkara isbat nikah terpadu yang sudah BHT sejak Maret 

tahun 2022 belum semua diserahkan untuk diarsipkan 

Kondisi 

Berkas perkara isbat nikah terpadu yang sudah BHT, baru berkas 2 

(dua) Hakim (Majelis B dan Majelis C1) yang sudah diserahkan 

kepada Panmud Hukum (dari 222 berkas baru 88 berkas yang 

sudah diserahkan). Sedangkan untuk berkas perkara isbat lainnya 

belum/terlambat diserahkan; 

Kriteria 

Semua berkas perkara pasif (berkas yang sudah berkekuatan 

hukum tetap) disimpan dalam ruang arsip dan dikontrol oleh 

Panmud Hukum melalui petugas arsip. 

Sebab 

- Panitera Pengganti / Panmud yang bertugas terlambat untuk 

menyelesaikan berita acara sidang perkara meskipun sudah 

diingatkan oleh Hakim Pengawas di evaluasi kinerja 

kepaniteran; 

- Tidak ada control dan evaluasi dari atasan langsung (dalam hal 

ini Panitera) terhadap ketepatan penyelesaian berita acara 

sidang perkara baik perkara permohonan maupun perkara 

gugatan; 

Akibat 

- Tidak tertib administrasi perkara, pengarsipan, bahkan tidak 

menutup kemungkinan dokumen/berkas  (akta autentik) yang 

berada didalamnya hilang atau rusak.  
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Rekomendasi 

- Segera harus dievaluasi pelaksanaan sidang keliling yang diikuti 

oleh Panitera, Panitera Muda, ataupun Panitera Pengganti. 

Ditemukan fakta bahwa keterlambatan penyusunan berita acara 

sidang (penyerahan berkas minutasi dan BHT) pada setiap 

sidang keliling di tahun 2022 kerap terjadi dan berulang.  

 

1.2 Keterlambatan penyerahan berkas minutasi ke Panmud 

Gugatan/Panmud Permohonan  

Kondisi 

- Kembali masih ditemukan terjadi keterlambatan penyerahan 

berkas perkara minutasi kepada Para Panmud terkait; 

Kriteria 

- Seharusnya berkas minutasi diserahkan oleh Panitera 

Pengganti (termasuk Panitera dan Panmud) kepada Panmud 

Gugatan atau Panmud Permohonan. Berkas yang belum BHT 

disimpan sementara dan di-control oleh Panmud terkait sampai 

berkas tersebut BHT, yang dibuktikan dengan data dukung 

penyerahan berkas seperti buku control yang dipegang oleh 

masing-masing Panmud. Dalam hal perkara tersebut sudah 

BHT, maka berkas perkara minutasi diserahkan oleh Panmud 

terkait kepada Panmud Hukum, yang dibuktikan dengan data 

dukung penyerahan berkas. 

Sebab 

- Keterlambatan penyerahan berkas minutasi dikarenakan banyak 

Panitera pengganti (termasuk Panitera dan Para Panmud) yang 

bertugas terlambat menyelesaikan berita acara sidang yang 

sudah diperiksa Ketua Majelis sebelumnya. 

- Para Panmud terkait belum memiliki atau menjalankan 

mekanisme control atas berkas perkara minutasi. 
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- Belum ada ketegasan dari atasan langsung dari Panitera 

Pengganti/Panmud terhadap keterlambatan pembuatan berita 

acara sidang ataupun penyerahan berkas perkara ini; 

Akibat 

- Tidak tertib minutasi dan pengarsipan berkas perkara, serta 

tidak menutup kemungkinan ada dokumen yang tercecer; 

Rekomendasi 

Panitera sebagai atasan langsung harus segera melakukan 

evaluasi terhadap tertib administrasi perkara, penyelesaian 

berita acara sidang-minutasi dan pengarsipan secara 

menyeluruh; 

 

1.3 Ketelambatan penyerahan berkas BHT ke Panmud Hukum 

Kondisi 

- Berdasarkan buku bantu penerimaan berkas BHT untuk 

diarsipkan, ditemukan sejumlah nomor perkara yang belum 

diserahkan oleh Panitera Pengganti (termasuk Panitera dan 

Para Panmud) yang bertugas hingga lebih dari 2 (dua) bulan. 

Beberapa bahkan sudah dikonfirmasi oleh Ketua Majelis yang 

ditunjuk, dan diterangkan semua berkas yang sudah diperiksa, 

namun masih tertahan dan mengendapat di Panitera Pengganti 

yang bertugas. 

- Berdasarkan pemeriksaan data penyerahan berkas BHT di 

Panmud Hukum (b per tanggal  1 Juli 2022 ) ditemukan berkas-

berkas BHT tersebut belum diserahkan untuk diarsipkan, yaitu: 

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB  
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Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.MORTB  

Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.MORTB  

 

Kriteria 

- Seharusnya berkas minutasi diserahkan oleh Panitera 

Pengganti (termasuk Panitera dan Panmud) kepada Panmud 

Gugatan atau Panmud Permohonan sampai berkas tersebut 

BHT. 

- Dalam hal perkara tersebut sudah BHT atau sudah sidang ikrar, 

maka berkas perkara minutasi diserahkan oleh Para Panmud 

terakit (termasuk juga Panitera dan Para Panmud, untuk berkas 

ikrar oleh Panitera Pengganti yang bertugas) kepada Panmud 

Hukum untuk diarsipkan; 

Sebab 

- Keterlambatan penyerahan berkas dikarenakan Panitera, Para 

Panmud maupun Panitera Pengganti yang bertugas terlambat 

menyelesaikan berita acara sidang yang sudah diperiksa Ketua 

Majelis sebelumnya; 

- Belum ada ketegasan dari atasan langsung Panitera 

Pengganti/Panmud yakni Panitera terhadap keterlambatan 

pembuatan berita acara sidang ini; 

- Banyaknya berita acara sidang yang dibuat tetapi kerap keliru 

sehingga kembali harus direvisi oleh Panitera pengganti yang 

bertugas, sedangkan proses pembuatan revisi ini tidak 

dilakukan secara cepat. Sehingga, ketika Majelis Hakim 

mempercepat tempo proses persidangan yakni paling lambat 

sidang perkara putus sebelum 30 hari sejak perkara didaftarkan, 

para Panitera Pengganti (termasuk Panmud dan Panitera) 

belum mampu mengikuti percepatan waktu penyelesaian 

perkara ini; 
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Akibat 

- Tidak tertib minutasi, tidak tertib administrasi perkara, tidak tertib 

pengarsipan. 

Rekomendasi 

- Panitera harus segera mengevaluasi seluruh Panitera 

Pengganti/Panmud dalam hal ketepatan waktu penyerahan 

berkas minutasi, teknik kecepatan serta ketepatan para Panitera 

Pengganti/Para Panmud dalam menyelesaikan dan menyusun 

berita acara sidang.  

 

1.4 Tanggal BHT di SIPP belum diisi  

Kondisi:  

Perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.MORTB putus dengan akta 

perdamaian yang dihadiri oleh Para Pihak dan 222 Perkara 

Permohonan Isbat Nikah yang disidangkan pada tanggal 22-23 

Maret 2022, sampai saat ini belum diisikan tanggal BHT di SIPP.   

Kriteria 

- Perkara yang sudah BHT harus dituliskan / diisi tanggal BHT di 

SIPP maupun di map minutasi berkas sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Sebab 

- Panmud belum memiliki mekanisme control untuk perkara-

perkara yang sudah BHT sehingga masih ditemukan ada yang 

terlewat tidak diisi tanggal BHT tersebut di SIPP. 

- Berkas terlambat diserahkan kepada Panmud Gugatan ataupun 

Panmud Permohonan, begitupula terlambat diserahkan ke 

Panmud Hukum; 

Akibat 

- Tidak tertib administrasi berperkara. Tidak tertib Administrasi-

pengarsipan. 
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- Hal tersebut berimplikasi pada status perkara belum dapat 

dinilai sudah BHT, sehingga dapat berpengaruh kepada para 

pihak berperkara. 

Rekomendasi 

- Harus segera dilakukan evaluasi atas penerimaan berkas dari 

Panitera/Para Panmud/ Panitera Penggugat ke Panmud 

Gugatan/Permohon serta Panmud Hukum oleh Panitera. 

 

1.5 Kelengkapan Berkas Minutasi 

Kondisi:  

- Berkas Perkara Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.MORTB, lembar alat 

bukti surat belum diparaf oleh Ketua Majelis; 

- Berkas Perkara E-Court Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.MORTB, 

pada BAS pertama masih belum ditemukan alamat domisili 

elektronik Penggugat dan pada  map minutasi belum dituliskan 

tanggal BHT. 

Kriteria 

- Alat bukti surat harus diparaf oleh Ketua Majelis. Dalam BAS 

pertama e-court, termasuk pula gugatan/permohon e-court, 

alamat domisili elektronik harus dicantumkan.  

Sebab 

- Kurang teliti dalam memperhatikan hal-hal yang harus 

ada/termuat dalam berkas.  

Akibat 

- Berita Acara Sidang tidak menggambarkan kondisi real 

persidangan. 

Rekomendasi 

- Perlu kembali diadakan evaluasi terhadap teknik penyusunan 

berita acara sidang secara keseluruhan karena kondisi tersebut 

kerap berulang. 
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1.6 Keuangan Perkara 

- Kondisi  

1) Masih kembali ditemukan adanya sisa panjar perkara yang 

belum dikembalikan kepada pihak khususnya perkara 

permohonan (volunteer) dan perkara cerai gugat yang 

sudah BHT. PSP ditemukan belum dikembalikan yakni pada 

perkara: 

▪ Perkara Cerai Gugat Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh 

sembilan ribu rupiah). 

▪ Perkara Cerai Gugat Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

sejumlah Rp1.030.000,00  (satu juta tiga puluh ribu 

rupiah). 

▪ Perkara Wali Adhal Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.MORTB 

sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu 

rupiah); 

2) Belum dibuat SOP yang jelas untuk menjalankan ketentuan 

“Pengadilan wajib memberitahukan pengembalian sisa 

panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat 3 

(tiga) hari kerja setelah pembacaan putusan” 

sebagaimana amanat ketentuan Surat Edaran Dirjen 

Badilag Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan 

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara tanggal 31 

Agustus 2021. Hingga saat ini, praktik yang berjalan hanya 

berdasarkan inisiatif kasir tanpa yakni umumnya kasir akan 

menunggu sampai pihak datang (misalnya ketika 

menanyakan atau mengambil akta cerai).  

- Kriteria 

Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar 

Biaya Perkara tanggal 31 Agustus 2021 khususnya pada angka 
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5 poin a sampai d, khususnya pada poin c yang mengatur 

bahwa ‘Jika Pemohon/Penggugat tidak hadir pada saat 

pembacaan putusan dan terdapat sisa panjar biaya perkara 

setelah diperhitungkan biaya pemberitahuan amar putasan, 

Pengadilan wajib memberitahukan pengembalian sisa 

panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja setelah pembacaan putusan’. 

Pada poin d “Apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil 

dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa panjar biaya perkara 

tersebut akan dikeluarkan sebagai uang tak bertuan (Pasal 

1948 KUHPer). Selanjutnya uang tak bertuan tersebut 

disetorkan ke Kas Negara (vide Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya 

Perkara”. 

Sebab 

Pertama, pihak tidak hadir pada saat sidang pembacaan 

putusan, yang umumnya setelah sidang itulah instrumen PSP 

diserahkan dan diingatkan secara langsung oleh Majelis Hakim 

yang bersidang. 

Kedua, belum dibuat SOP atau petunjuk teknis sebagai 

pedoman kasir  tentang pemberitahuan adanya PSP kepada 

pihak yang dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 

putusan dibacakan guna memenuhi ketentuan poin c Surat 

Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 2021 tersebut. 

Akibat 

Praktik tersebut dapat mengakibatkan munculnya stigma 

tingginya biaya perkara di kalangan masyarakat. Disamping itu, 

Praktik tersebut dapat menimbulkan tidak perpenuhinya asas 

sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi para pihak 

berperkara dengan panjar biaya cukup besar (seperti pihak dari 
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wilayah Kabupaten Pulau Morotai, atau yang berada di radius 

III dan IV Panggilan tanpa menggunakan e-court). 

Rekomendasi 

Pimpinan dan Panitera harus segera melakukan evaluasi dan 

membuat standar yang jelas atas proses pengembalian sisa 

panjar dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Badilag 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan 

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara tanggal 31 Agustus 

2021. 

 

1.7 Pelaksanaan pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) 

tidak sesuai 

Kondisi 

Pelaksanaan pembebasaan biaya perkara (perkara prodeo) di 

Pengadilan Agama Morotai tidak sesuai dengan Keputusan 

Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya 

Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berimplikasi 

pada tidak dapat dicairkannya dana prodeo di sejak bulan Mei-

Juni 2022 karena kurangnya syarat pencairan (Surat Tugas dan 

Nota Pembelian ATK), sebagaimana ditemukan pada perkara : 

1) Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.MORTB daftar tanggal 19 Mei 

2022, putus tanggal 7 Juni 2022, (tidak tercatatkan dalam 

laporan karena belum dicairkan) 

2) Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.MORTB daftar tanggal 2 Juni 

2022, putus tanggal 22 Juni 2022, (tidak tercatatkan dalam 

laporan karena belum dicarikan) 

Tidak ditemukan adanya Surat Tugas Jurusita/Jurusita 

Pengganti serta belum ada kejelasan tentang pengelolaan 

biaya proses/ATK Perkara Pembebasan Biaya Perkara hingga 

saat ini. 
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Kriteria 

Pembebasan biaya perkara harus merujuk pada Keputusan 

Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya 

Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dengan 2 (dua) 

aktivitas utama, yaitu: ‘Pemanggilan para pihak dari kantor 

pengadilan ke kediaman para pihak merupakan perjalanan 

dinas’ dan ‘biaya proses dan meterai yang digunakan dalam 

proses penyelesaian perkara di kantor pengadilan’. 

Sebab 

Belum pernah dilakukan rapat koordinasi dan rapat evaluasi 

atas pelaksanaan perkara prodeo berdasarkan Juknis Tahun 

2022 tersebut oleh Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua 

Pengadilan) melibatkan Panitera dan Sekretaris beserta 

jajarannya. 

Akibat 

Pelaksanaan perkara prodeo tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan keterlambatan pencairan dana prodeo 

bahkan hingga selang 1 (satu) bulan setelah perkara putus.  

Penyerapan Anggaran Dipa 04 (untuk prodeo) masih sangat 

kecil. Pada laporan di bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022, dari 

total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dana yang 

terserap baru mencapai Rp1.830.000,00 (satu juta delapan 

ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tersisa Rp10.170.000,00 

(sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).  

Rekomendasi 

Perlu segera dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara 

menyeluruh terhadap pelaksanaan penyerapan anggaran Prodeo 

oleh Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan) bersama 

Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya (Panmud, Bendahara 

Pengeluaran, PPK, Kasir dan petugas kepaniteran lainnya). 
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2. Bidang Manajemen Peradilan Kinerja Pelayanan Publik, APM, ZI, 

PTSP, SIPP dan 11 Aplikasi Badilag 

2.1 Bidang Manajemen Peradilan 

a. Program Kerja Dan Pencapaian Target  

- 

b. Pengawasan Dan Pembinaan  

- 

c. Kendala Dan Hambatan  

Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama 

Morotai adalah sebagai berikut;  

1) Luasnya Lahan Pengadilan dan Terbatasnya Anggaran 

Perawatan menyebabkan lingkungan sekitar kantor menjadi 

sukar dibersihkan dari rumput liar dan tumbuhan liar;  

2) Terbatasnya anggaran menyebabkan jalan masuk dan keluar 

pengadilan masih sebatas tanah dan pasir berbatu sehingga 

tampak kurang indah dan harmonis;  

3) Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Kurangnya Disiplin 

Pegawai dalam hal masuk kantor menyebabkan pelayanan 

terganggu.  

4) Pegawai struktural dan fungsional tidak disiplin dalam 

memenuhi tugas dan pokoknya  

5) Adanya benturan kepentingan yang disebabkan karena 

beberapa pegawai honorer yang mempunyai hubungan 

kekerabatan dengan pejabat pengadilan agama.  

6) Daya listrik yang rendah mengakibatkan listrik sering mati pada 

saat jam kerja. 

d. Faktor-Faktor yang Mendukung  

Faktor-faktor yang mendukung Pengadilan Agama Morotai;  

1. Lahan Luas  

2. Tersedianya Generator Listrik Cadangan  

Kondisi: generator listrik tidak dapat dinyalakan;  
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Kriteria: generator listrik menyala sebagai sumber tenaga listrik 

cadangan ketika terjadi pemadaman.  

Sebab: generator listrik rusak dan belum dilakukan peremajaan 

atau perbaikan;  

Akibat: tidak adanya tenaga listrik cadangan ketika terjadi 

pemadaman.  

Rekomendasi: dilakukan perbaikan dan peremajaan generator 

listrik  

e. Evaluasi Kegiatan 

- 

2.2 Bidang Kinerja Pelayanan Publik 

 

a. Mekanisme Pengawasan dan Kepemimpinan 

- 

b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

- 

c. Pemeliharaan/Perawatan Inventaris 

1. Kondisi: Listrik sering mati ketika jam kerja;  

Kriteria: listrik  selalu menyala ketika jam kerja jika tidak ada 

pemadaman bergilir dari PLN 

Sebab: daya yang kurang kuat untuk keseluruhan operasional 

kantor; 

Akibat: pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Morotai di Tobelo 

terganggu dan terkadang hilang datanya, bahkan dalam resiko 

jangka panjang adalah kerusakan komuter atau perangkat 

elektronik lainnya yang digunakan pegawai; 

Rekomendasi: penambahan daya listrik yang diusulkan kepada 

PLN. 

2. Kondisi: Lampu di ruang hakim tidak seluruhnya menyala;  

Kriteria: lampu di dalam ruangan berfungsi dengan baik dan 

apabila ada kerusakan maka segera diganti 
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Sebab: kurangnya kualitas dari lampu dan tidak adanya checklist 

fasilitas ruangan serta tidak ada perbaikan dari bagian umum 

padahal sudah berbulan-bulan lampu tersebut mati; 

Akibat: pekerjaan Hakim PA Morotai jadi kurang nyaman dan 

dalam resiko jangka panjang menyebabkan kerusakan mata 

karena tidak seimbangnya pencahayaan dari luar dan dari laptop; 

Rekomendasi:  agar segera dilakukan perbaikan terhadap lampu 

di ruangan hakim  dan ruangan lain yang tidak menyala lampunya; 

d. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Kebersihan dan Kerapihan 

- 

1) Kebersihan 

- 

2) Tertib Perkantoran 

- 

e. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara 

- 

f. Tingkat Pengaduan Masyarakat 

- 

APM, ZI dan PTSP 

g. Akreditasi dan Penjaminan Mutu,  

–   

h. Zona Integritas 

–  

i. PTSP 

1. Kondisi: sering tidak ada petugas PTSP di jam kerja 

Kriteria: Petugas PTSP harus selalu di tempat dan jika istirahat, 

yang bertugas harus bergantian  

Sebab: kurangnya kedisiplinan dan petugas PTSP karena petugas 

PTSP yang ada adalah 2 PNS (1 JSP yang sering ke luar kantor) 

dan 2 Honorer yang terkadang stand by di ruang kepaniteraan dan 

ruang keuangan;  
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Akibat: Pelayanan yang tidak maksimal kepada para pencari 

keadilan;   

Rekomendasi:. Penggantian petugas PTSP yang harus selalu ada 

di tempat. 

2.3 SIPP dan Aplikasi Unggulan Badilag 

a. SIPP 

Kondisi: Daftar arsip perkara di SIPP tidak update;  

Kriteria: daftar arsip perkara selalu diupdate dan diinput di SIPP 

sesuai dengan yang ada di dalam ruangan arsip;   

Sebab: kurangnya disiplin petugas arsip dalam menginput daftar 

arsip ke dalam aplikasi SIPP; 

Akibat: arsip perkara tidak terkendali di aplikasi SIPP; 

Rekomendasi: pengisian daftar arsip perkara di dalam SIPP;  

b. Aplikasi Unggulan Badilag 

- 
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3. Pengawasan Bidang Admistrasi Umum: 

a. Administrasi Umum 

1) Tata Kelola Persuratan diperoleh beberapa temuan yaitu : 

- Masih terdapat beberapa surat yang tidak ada arsip suratnya; 

- Masih terdapat baik surat keluar dan atau surat masuk 

didisposisi sendiri dan ditulis dibuku register sendiri oleh 

selain petugas; 

- Masih terdapat nomor surat dan dobel atau lebih dari satu  

- Ada beberapa surat yang tidak sampai disposisi yang 

bersangkutan;  

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas 

sebagai berikut: 

- Dalam pembuatan surat seharusnya terdapat rangkap surat, 

agar bisa dijadikan sebagai arsip; 

- Seharusnya jika petugas surat tidak ada di tempat, pegawai 

lain yang ingin membutuhkan surat itu, tidak boleh menulis 

dan membuat nomor surat sendiri, tapi harus konfirmasi 

terlebih dahulu dengan petugas terkait; 

2) Perpustakaan 

- Ruang perpustakaan terkadang kotor, dan tidak setiap hari 

dibersihkan oleh petugas kebersihan; 

- Bahwa lemari buku sudah penuh, sementara diisi bertambah, 

sehingga buku-buku tersebut tumpang tindih dan berserakan; 

- Sebagian buku yang tersedia diperpustakaan telah rusak; 
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- Belum dilakukan inventaris jumlah buku secara keseluruhan, 

jadi jumlah buku yang terdapat di perpustakaan belum 

diketahui; 

- Masih ada buku yang belum di beri kode serta penomoran 

buku  

- Buku tidak disusun rapi berdasarkan kode dan penomoran 

buku, bahkan buku disusun secara tumpang tindih; 

- Tingkat peminjaman pegawai masih rendah, dan pencarian 

buku masih secara manual, sehingga untuk menemukan 

buku membutuhkan waktu lama; 

- Buku catatan pinjaman untuk para peminjam buku tidak ada; 

- Sudah terdapat surat keputusan (SK) petugas perpustakaan 

namun petugas tersebut tidak berada di ruang perpustakaan 

tersebut; 

- Tidak ada buku updatan terbaru, terkecuali dapat kiriman dari 

Mahkamah Agung; 

- Tidak ada tempat duduk dalam ruangan perpustakaan; 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas 

sebagai berikut: 

- Perlu ada penetaan tata ruang dan penambahan lemari buku, 

sehingga perlu diusulkan saat menyusun RKA-KL 

- Perlu ada perawatan secara berkala, sehingga diusulkan 

terdapat jadwal untuk penataan kembali buku minimal 1 bulan 

1 kali, sekaligus peng-inventarisan buku serta pemberian 

obat, agar buku awet dan tahan lama; 
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- Diharapkan petugas kebersihan menata kembali dan 

membersihkan ruangan tersebut agar tempat tetap nyaman 

dan bersih; 

- Bahwa perlu disediakan buku pinjaman agar buku tidak 

hilang atau setidaknya tahu terdapat buku yang dipinjam; 

- Bahwa perlu dicarikan petugas khusus yang menjaga 

perpustakaan dan dibuat buku pinjaman sehingga buku tetap 

terjaga dan tidak hilang; 

- Perlu disediakan ruang baca yang representatif, salah 

satunya disediakan kursi dan penambahan alat pendingin 

atau setidaknya kipas angin, mengingat diruang 

perpustakaan panas; 

- Perlu ada orang yang ditugaskan kedisiplinan pada saat 

meminjam dan mengembalikan buku, agar keberadaan bujku 

terdata. Dan perlu aturan batas peminjaman; 

3) Simak BMN 

- Masih terdapat ruagan yang belum terdapat Daftar Barang 

Ruangan (DBR); 

- Masih terdapat Daftar Barang Ruangan (DBR) yang belum 

sesuai dengan tempat barang yang ada diruangan tersebut; 

- Masih terdapat pemindahan barang yang belum sesuai 

prosedur atau tidak izin kepada penanggung jawab DBR; 

- Masih terdapat barang yang belum ada penomorannya; 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas 

sebagai berikut: 

- Perlu pendataan ulang barang-barang dalam setiap rungan, 

tempat dan dibuatkan DBR dengan benar. Selanjutnya 
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apabila mengambil barang agar dikembalikan ke tempat 

semula; 

- Agar di buat SOP yang berkaitan dengan pemindahan barang 

DBR dan ruangan ke ruangan lain jika diperlukan; 

b. Administrasi Kepegawaian 

- Data statistik pegawai dipapan belum diperbarui sejak tahun 

2018; 

- Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kartu pegawai 

(karpeg); 

- Pencatatan data pegawai yang telah mengikuti diklat 

penjenjangan maupun diklat dari Mahkamah Agung belum 

ada; 

- Masih terdapat pegawai yang sudah berkeluarga namun 

masih belum memiliki Karis atau Karsu; 

- Koperasi Pegawai di Pengadilan Agama Morotai tidak jalan; 

- Masih terdapat pegawai yang tidak absen ditempat, dan 

masuk terlambat, dan Terdapat pegwai yang tidak masuk 

tanpa keterangan; 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas 

sebagai berikut: 

- Mendata ulang data statistik pegawai; 

- Perihal Pegawai yang belum memiliki Kartu Pegawai 

(Karpeg), Karis maupun Karsu dalam hal ini kasubag harus 

berkoordinasi setidaknya dengan kasubag PTA supaya PTA 

meneruskan permintaan tersebut ke pusat; 

- Seharusnya kasubag kepegawaian mencatat dan bahkan 

membuat laporan data pegawai yang telah mengikuti diklat 
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penjenjangan maupun diklat dari Mahkamah Agung, 

sehingga dengan adanya pencatatan dan atau laporan 

tersebut bisa dijadikan data dan pertimbangan kedepannya 

perihal efektifitas dan manfaat dari Diklat tersebut; 

- Demi kesejahteraan masyarakat kantor dalam hal ini Pegawai 

Pengadilan Agama Morotai maka harus diberdayakan 

kembali; 

- Seharusnya petugas absen ketika jam masuk selesai (jam 

08.00 WIT) harus di garis, supaya kelihatan pegawai yang 

masuk telat. Dan harus terdapat SOP khusus untuk 

menangani pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, 

misalnya harus bertemu dengan atasannya langsung, 

misalnya di Ketua, wakil ketua, Panitera, dan atau sekretaris; 

c. Administrasi Keuangan DIPA 

- Laporan keuangan untuk trimester ke-2 masih belum dibuat; 

- Laporan keuangan tiap semester telah dilaporkan dalam 

laporan bulanan yang dikim ke PTA Maluku Utara. 
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BAB III 

REKOMENDASI dan PENUTUP 

A. Rekomendasi 

Dari hasil pengawasan bidang ini, perlu disampaikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Hendaknya secara terus menerus diadakan pembinaan (DDTK) 

mengenai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para aparat 

peradilan. 

2. Hendaknya Kontrak kerja sama dengan pihak lain harus lebih 

terbuka dan tidak mengesampingkan peraturan tekhnis lainnya, 

jangan cuma berpedoman hanya menggugurkan kewajiban. 

3. Hendaknya pimpinan pengadilan memberikan adanya semacam 

reward dan punishmant terhadap kinerja pegawai. 

4. Hendaknya tim PPID harus selalu mengontrol dan mengupdate 

website Pengadilan. 

5. Hendaknya harus sering dilakukan koordinasi antar bagian dan 

evaluasi terhadap kinerja pegawai. 

6. Agar segera menindaklanjuti hasil temuan dalam pengawasan. 

 

B. Penutup 

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap 

Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 27 s/d 30 Desember 2021, 

yang dapat kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak 

pihak terkait, khususnya bagi Pengadilan Agama Morotai. 

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat, untuk menjadi 

maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.  

 

Tobelo, 1 Juli 2022 

 

 

 



Laporan Hawasbid    Halaman  31 

Hakim Pengawas Bidang 

No Nama  Bidang Tanda Tangan 

1. Fahri Latukau, S.H.I. Koordinator 

Hawasbid 

 

 

2. Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. Pengawasan  

bidang administrasi 

perkara 

Persidangan dan 

Pelaksanaan 

putusan 

 

4. Ardhian Wahyu F, S.H.I Pengawasan Bidang 

Manajemen 

Peradilan dan 

Kinerja Pelayanan 

Publik 

 

5. Moh. Koirul Anam, S.H. Pengawasan Bidang 

Administrasi Umum 

 

 

Tobelo, 1 Juli 2022 

Ketua 
Pengadilan Agama Morotai 

 

 

 

Zahra Hanafi, S.HI., M.H 

 

 

 

 


